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ABSTRAK

Dalam praktik kedokteran, rekam medis memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam proses hukum, khususnya dalam kasus malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien atas keberadaan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana. 

Metode kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan observasi langsung. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis  kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dalam penelitian kepustakaan maupun data primer penelitian lapangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan tanpa memakai rumus matematik. 

Hasil penelitian ini pasien sebagai subjek hukum yang menerima pelayanan kesehatan memiliki hak yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan malpraktik merupakan wujud dari jaminan negara dalam menjamin hak atas kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rekam Medis, Malpraktik
ABSTRACT


 In medical practice, medical records have a very important role as evidence in the legal process, especially in cases of medical malpractice. This study aims to examine legal protection for patients for the existence of medical records as legal evidence related to malpractice actions reviewed from the criminal law aspect.

Qualitative methods are used to dig up information in depth through analysis of legal documents, interviews with related parties, and direct observation. The data collected in this study were analyzed qualitatively using secondary data obtained both in library research and primary data from field research. Normative because this study is based on existing regulations as positive law. Qualitative because it is an analysis of data derived from information from interviews that are described without using mathematical formulas.

The results of this study are that patients as legal subjects who receive health services have inherent rights and are protected by the constitution and various laws and regulations. Legal protection for patients against malpractice is a form of state guarantee in guaranteeing the right to health, as stated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, including obtaining health services.
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ABSTRAK

Dina prakték médis, catetan médis boga peran penting pisan salaku bukti dina prosés hukum, utamana dina kasus malpractice médis. Ulikan ieu boga tujuan pikeun nalungtik panangtayungan hukum pikeun penderita ngeunaan ayana catetan médis salaku bukti légal dina hubungan tindakan malpractice tina sudut pandang hukum kriminal.

Métode kualitatif digunakeun pikeun ngagali informasi anu leuwih jero ngaliwatan analisis dokumén hukum, wawancara jeung pihak-pihak nu aya hubunganana, jeung observasi langsung. Data anu dikumpulkeun dina ieu panalungtikan dianalisis sacara kualitatif jeung yuridis ngagunakeun data sekundér anu dimeunangkeun boh dina pustaka boh data primer tina panalungtikan lapangan. Normatif sabab ieu panalungtikan dumasar kana peraturan anu aya salaku hukum positif. Kualitatif nya éta analisis data anu asalna tina informasi tina wawancara anu dideskripsikeun tanpa ngagunakeun rumus matematika.

Hasil tina ulikan ieu nunjukkeun yén pasien salaku subyek hukum anu nampi palayanan kaséhatan ngagaduhan hak anu alami sareng ditangtayungan ku konstitusi sareng sagala rupa undang-undang sareng peraturan. Panyalindungan hukum pikeun penderita tina kajahatan mangrupa wujud jaminan nagara dina ngajamin hak kaséhatan, sakumaha disebutkeun dina Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, anu nétélakeun yén satiap jalma ngabogaan hak pikeun hirup dina karaharjaan jasmani jeung rohani, kaasup kana palayanan kaséhatan.

Konci: Perlindungan Hukum, Rekaman Médis, Malpraktik
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Langkah untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan masyarakat dan urusan komunitas. Mereka tidak lagi menggadaikan dan mempercayakan kesehatan mereka ke tangan kaum profesional. Semua pihak dalam masyarakat secara aktif ikut menyelenggarakan dan memelihara kesehatan mereka, dan dalam kasus spesialistik yakni saat dibutuhkan campur tangan profesional maka kaum profesional wajib mengatasi kasus itu. Dalam fungsi sehari-hari, kaum profesional lebih diharapkan bertindak sebagai fasilitator penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat.

Dalam praktik kedokteran, rekam medis memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam proses hukum, khususnya dalam kasus malpraktik medis. Malpraktik medis merujuk pada tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan standar operasional prosedur, yang dapat mengakibatkan kerugian atau kematian pada pasien. Perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Rekam medis, menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, adalah catatan yang berisi dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sebagai alat bukti hukum, rekam medis memiliki kedudukan yang penting dalam pembuktian perkara malpraktik medis. Namun, rekam medis tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat secara otomatis; ia memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas, yang artinya nilainya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional. Dalam konteks hukum pidana, rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah, rekam medis harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang, (2) dibuat pada waktu kejadian, dan (3) dibuat oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, rekam medis juga harus didukung dengan alat bukti lain, seperti keterangan ahli, untuk memperkuat pembuktian dalam perkara malpraktik medis

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara debitur dengan kreditur yang membutuhkan penyembuhan. Pelayanan medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis di bidang diagnostik, terapeutik, rawat jalan atau rawat inap. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Dalam pelayanan medis ini debitur sangat berperan penting. Adanya upaya maksimal yang dilakukan debitur ini adalah bertujuan agar kreditur tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.3
Hal yang harus diketahui atas pelayanan medis di atas bahwasannya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
 
Kesehatan merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang hendak di capai yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Pola umum pembangunan nasional Indonesia adalah suatu rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Kesehatan juga merupakan hak asasi setiap manusia yang melekat pada individu dan merupakan penghargaan atas martabat sebagai manusia. Hak atas kesehatan ini sendiri dilandasi oleh dua (2) asas hukum yaitu hak atas pelayanan kesehatan (the right to health care) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) yang mana merupakan hak yang mendasar dalam bidang kesehatan. Jaminan akan kesehatan masyarakat diberikan oleh dunia melalui deklarasi bangsa-bangsa di seluruh dunia pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Declaration of Human Rights yang tertuang dalam pasal 25 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya” (everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family, including food, cloothing, housing and medical care and necessary social service and the right to security in the event of unemployment , sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control).5 
Namun, dalam praktiknya, banyak kasus malpraktik medis di Indonesia yang menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan implementasi. Contoh kasus yang terjadi, seperti misalnya kasus malpraktik medis yang menimpa pasien dengan kelalaian dalam prosedur bedah yang seharusnya dilindungi oleh rekam medis, namun rekam medis tidak dipergunakan secara optimal sebagai alat bukti yang dapat menunjukkan kesalahan medis dengan jelas. Bahkan, sering kali rekam medis yang ada tidak lengkap, hilang, atau direkayasa, sehingga menghambat proses hukum dalam menyelesaikan sengketa ini. Padahal, dalam teori hukum kesehatan, rekam medis seharusnya menjadi instrumen utama yang melindungi hak pasien dan membantu sistem hukum dalam menyelesaikan perkara malpraktik.

Selain itu, meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur perlindungan bagi pasien dan rekam medis, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak kendala dalam hal aksesibilitas, keabsahan, dan integritas rekam medis sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan dalam pemanfaatan rekam medis sebagai bukti kerap kali menyulitkan penuntutan atau pembelaan dalam perkara malpraktik.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pasien atas keberadaan rekam medis sebagai alat bukti hukum, serta bagaimana implementasi perlindungan ini dalam kaitannya dengan tindakan malpraktik medis ditinjau dari aspek hukum pidana. Dengan memahami gap antara apa yang diatur dalam hukum (das sollen) dan apa yang terjadi di lapangan (das sein), diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pasien serta meningkatkan akuntabilitas dalam penegakan hukum terkait malpraktik medis. Oleh karenanya, maka saya menyusun tesis dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Keberadaan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Hukum Dihubungkan Dengan Tindakan Malpraktik Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”
B. Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien atas tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana?

2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien atas tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pemenuhan syarat untuk lulus Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan. 

2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum kesehatan mengenai perlindungan hukum bagi pasien atas keberadaan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana.

3. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien atas keberadaan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana.

II. 
KERANGKA PEMIKIRAN

Tanggung jawab hukum dalam hukum pidana dan perdata memiliki perbedaan mendasar, namun keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan yang melanggar hukum mendapatkan akibat yang sesuai. Tanggung jawab pidana lebih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran hukum, sementara tanggung jawab perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum bagi pasien adalah suatu upaya untuk memastikan hak-hak pasien dipenuhi dan dilindungi secara optimal dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Dalam hal ini, terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu perlindungan terhadap hak pasien dalam memperoleh pelayanan medis yang sesuai standar dan perlindungan terhadap data medis pasien, termasuk rekam medis, yang bersifat sangat pribadi. Pasien memiliki hak atas informasi yang jelas dan transparan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis tersebut (informed consent). Selain itu, pasien juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesional, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada malpraktik medis. 

Perlindungan hukum bagi pasien dapat dipandang dari dua perspektif utama, yaitu:

1. Perlindungan Hak Pasien dalam Pelayanan Medis: Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang berkualitas dan aman dari tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesional. Ketika tindakan medis yang dilakukan menimbulkan kerugian pada pasien akibat kelalaian atau kesalahan medis, maka perlindungan hukum untuk pasien harus diberikan melalui mekanisme hukum yang tepat.

2. Perlindungan Data Pasien dan Rekam Medis: Rekam medis menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasien, karena berfungsi sebagai catatan dan bukti dari tindakan medis yang diberikan. Oleh karena itu, rekam medis harus dijaga kerahasiaannya, kecuali apabila digunakan untuk tujuan hukum yang sah, seperti dalam kasus malpraktik medis.

Malpraktik medis adalah tindakan kelalaian atau kesalahan dalam memberikan pelayanan medis oleh seorang tenaga medis yang berakibat pada kerugian atau cedera pada pasien. Malpraktik medis bukan hanya terkait dengan kesalahan teknis dalam menjalankan prosedur medis, tetapi juga mencakup kesalahan dalam diagnosis, pengobatan, atau pemberian informasi yang memadai kepada pasien.

Dalam perspektif hukum, malpraktik medis dapat dilihat sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Secara umum, malpraktik medis dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Malpraktik Perdata: Malpraktik dalam ranah hukum perdata terjadi ketika pasien mengalami kerugian akibat kesalahan medis, dan pasien berhak untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan perdata.

2. Malpraktik Pidana: Malpraktik dalam ranah pidana terjadi apabila tindakan kelalaian atau kesalahan medis tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup serius, seperti luka berat atau kematian, dan pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana.

Pada umumnya, malpraktik medis melibatkan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memenuhi standar kewajiban yang diharapkan dalam memberikan pelayanan medis yang aman. Namun, meskipun demikian, untuk membuktikan apakah telah terjadi malpraktik atau tidak, dibutuhkan alat bukti yang sah dan jelas, salah satunya adalah rekam medis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan bagi pasien dan rekam medis, serta tanggung jawab rumah sakit dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar.

Beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang relevan dengan masalah malpraktik medis dan rekam medis antara lain:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan: Rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan standar yang aman dan berkualitas, serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk rekam medis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kewajiban Penyimpanan Rekam Medis: Rekam medis harus disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh pasien atau pihak yang berwenang, seperti pengacara atau hakim dalam proses hukum. Rumah sakit dan tenaga medis diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis kecuali untuk kepentingan hukum yang sah.

3. Penggunaan Rekam Medis sebagai Alat Bukti Hukum: Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa hukum, baik dalam kasus malpraktik medis, maupun dalam hal lainnya yang melibatkan hak pasien.

4. Penyelesaian Sengketa Malpraktik: Dalam hal terjadi sengketa antara pasien dan tenaga medis atau rumah sakit terkait dengan malpraktik medis, undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.
Rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum, terutama dalam penyelesaian kasus malpraktik medis. Sebagai alat bukti, rekam medis menjadi salah satu dokumen yang dapat menunjukkan apakah tindakan medis yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Rekam medis juga dapat membantu mengungkapkan apakah kelalaian atau kesalahan dalam memberikan pelayanan medis telah terjadi.

Beberapa hal yang menjadi dasar mengapa rekam medis penting sebagai alat bukti dalam perkara malpraktik medis adalah:

1. Rekam Medis Sebagai Bukti Prosedur Medis yang Dilakukan: Rekam medis mencatat secara rinci tindakan medis yang telah dilakukan pada pasien, termasuk prosedur yang diambil, obat-obatan yang diberikan, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini penting dalam menentukan apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan standar medis yang berlaku.

2. Rekam Medis Sebagai Bukti Hubungan Kausalitas: Dalam kasus malpraktik medis, rekam medis dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan medis yang diberikan dan kerugian yang dialami oleh pasien. Dengan kata lain, rekam medis dapat membuktikan apakah kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien.

3. Integritas dan Keaslian Rekam Medis: Keaslian dan integritas rekam medis sangat penting dalam proses hukum. Rekam medis yang disusun secara akurat dan tidak dimanipulasi akan memiliki nilai bukti yang lebih kuat dalam pembuktian perkara malpraktik.
III. 
METODOLOGI PENELITIAN



Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder,
 berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien atas keberadaan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana.

IV.  
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Hukum Dihubungkan Dengan Tindakan Malpraktik Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Dalam ranah hukum pidana, rekam medis memiliki peran yang sangat sentral dalam pembuktian terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, khususnya dalam kasus malpraktik medis. Sebagai dokumen yang mencatat seluruh rangkaian proses pelayanan medis yang diterima oleh pasien, rekam medis mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas tindakan tenaga kesehatan. Rekam medis tidak hanya bermanfaat bagi aspek medis semata, melainkan juga berperan besar dalam pembuktian hukum, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun etik.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib membuat rekam medis yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan lain yang telah diberikan. Kewajiban ini bertujuan tidak hanya untuk keperluan medis semata, tetapi juga sebagai dokumentasi resmi yang memiliki nilai hukum. Dokumen ini berfungsi sebagai salah satu sumber kebenaran material apabila terjadi sengketa atau dugaan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana berupa malpraktik.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa rekam medis bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka untuk keperluan tertentu, salah satunya adalah proses hukum pidana. Hal ini diperkuat pula dalam berbagai regulasi teknis, seperti Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, yang menyatakan bahwa akses terhadap rekam medis hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum, atas dasar permintaan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Tindakan Malpraktik Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Pasien sebagai subjek hukum yang menerima pelayanan kesehatan memiliki hak yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan malpraktik merupakan wujud dari jaminan negara dalam menjamin hak atas kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam Pasal 19 UU No. 17 Tahun 2023, secara eksplisit dinyatakan bahwa pasien berhak atas perlindungan hukum, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan bila terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Perlindungan ini mencakup hak untuk melaporkan tindakan malpraktik, memperoleh informasi yang benar dan lengkap, serta mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan 
.
Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan hukum terhadap pasien dari tindakan malpraktik tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kesengajaan (dolus), tetapi juga oleh kelalaian berat (culpa lata). KUHP baru memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk kealpaan yang berdampak serius terhadap keselamatan jiwa dan tubuh seseorang. Dalam Pasal 462 UU No. 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."
Dengan demikian, apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan keliru yang melampaui batas kelalaian profesional biasa, maka pasien atau keluarganya dapat menempuh jalur hukum pidana untuk mendapatkan keadilan. Selain perlindungan melalui KUHP, sistem hukum Indonesia juga membuka ruang perlindungan lain melalui:

· Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menangani aspek etik dan disiplin profesi, hasilnya dapat menjadi bahan rujukan aparat penegak hukum.

· Lembaga Ombudsman dan YLKI, yang menerima pengaduan masyarakat dan memberi rekomendasi kepada otoritas kesehatan.

· Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2019 tentang Mediasi Sengketa Medis, yang mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebelum berlanjut ke litigasi pidana maupun perdata.

  
Dari aspek pelaporan, KUHP baru juga menegaskan hak korban untuk melaporkan tindak pidana dan menjamin pelapor mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk intimidasi atau tekanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 30 KUHP 2023 mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi.

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan signifikan, antara lain:

· Ketimpangan pengetahuan hukum antara pasien dan institusi medis.

· Kecenderungan pasien untuk tidak melaporkan kasus malpraktik karena ketakutan atau ketidaktahuan.

· Keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis medis secara komprehensif.

  
Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara regulasi hukum pidana dengan regulasi sektor kesehatan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek medis. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak pasien, keberadaan mekanisme pengaduan, serta pendampingan hukum menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa setiap korban tindakan malpraktik memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak.

V. 
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
1. Kedudukan Rekam Medis sebagai Alat Bukti Hukum dalam Tindak Pidana Malpraktik

a. Rekam medis merupakan salah satu komponen sentral dalam sistem pelayanan kesehatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat dokumentasi medis dan sekaligus sebagai alat bukti hukum. Fungsinya tidak hanya terbatas pada kebutuhan administratif rumah sakit, tetapi juga menyangkut aspek hukum, etika, dan profesionalisme tenaga medis.

b. Dalam ranah hukum pidana, rekam medis memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaannya sebagai bukti hukum diperkuat dalam peraturan sektoral kesehatan, yakni Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap tenaga kesehatan untuk menyusun, mengelola, dan menjaga kerahasiaan rekam medis sesuai standar.

c. Rekam medis digunakan untuk membuktikan apakah suatu tindakan medis telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP), kode etik profesi, serta pedoman praktik klinis yang berlaku. Dalam kasus dugaan malpraktik, rekam medis menjadi elemen yang sangat menentukan untuk menilai adanya kealpaan (negligence) yang dapat dikualifikasikan sebagai culpa lata atau kelalaian berat yang berakibat hukum pidana.

d. Kehadiran KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) membawa perubahan signifikan dengan memberikan pengakuan eksplisit terhadap alat bukti elektronik, termasuk rekam medis digital, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 211 hingga Pasal 213. Hal ini memperkuat posisi hukum dari rekam medis elektronik dalam sistem pembuktian pidana, selama dokumen tersebut memenuhi prinsip keabsahan, keautentikan, dan keterverifikasian secara objektif.

e. Dalam praktik peradilan, rekam medis menjadi instrumen utama untuk mengkonstruksi hubungan kausalitas antara tindakan tenaga medis dengan akibat yang dialami pasien, seperti luka berat, cacat permanen, atau bahkan kematian. Hal ini berkaitan erat dengan Pasal 462 KUHP 2023 yang mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat atau meninggal dunia dapat dijatuhi pidana penjara hingga 5 (lima) tahun atau denda.

f. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rekam medis memiliki fungsi preventif, kuratif, dan represif dalam konteks hukum pidana. Fungsi preventif terletak pada pencatatan tindakan medis yang benar dan akuntabel, fungsi kuratif melalui penyediaan data untuk perbaikan kualitas layanan, dan fungsi represif sebagai alat bukti sah di pengadilan dalam kasus dugaan malpraktik.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pasien atas Tindakan Malpraktik dalam Perspektif Hukum Pidana

a. Perlindungan hukum bagi pasien merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

b. Dalam konteks hukum positif, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak pasien untuk memperoleh perlindungan hukum atas kemungkinan terjadinya kelalaian atau pelanggaran oleh tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata dan efektif bagi pasien.
c. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya terbatas pada jalur litigasi perdata dan etik profesi, melainkan juga mencakup perlindungan dalam ranah hukum pidana, khususnya apabila tindakan atau kelalaian tenaga medis telah mengakibatkan kerugian serius terhadap pasien, baik secara fisik, psikologis, maupun materiel.

d. Pasal 462 KUHP Baru Tahun 2023 menjadi instrumen hukum pidana yang dapat digunakan oleh pasien atau keluarganya untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian serius. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus malpraktik medis di Indonesia.

e. Namun demikian, dalam implementasinya, perlindungan hukum bagi pasien menghadapi tantangan yang cukup kompleks, antara lain:

i. Rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya dalam memahami hak-hak sebagai pasien dan prosedur pengaduan terhadap dugaan malpraktik.

ii. Ketimpangan relasi kekuasaan antara institusi kesehatan yang memiliki otoritas dan sumber daya dengan pasien yang rentan secara posisi dan pengetahuan.

iii. Kurangnya kompetensi teknis aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan aspek medis dan etika profesi kedokteran.

f. Meskipun secara normatif sistem hukum di Indonesia telah menyediakan perangkat dan mekanisme yang memadai untuk perlindungan pasien, efektivitasnya masih sangat tergantung pada komitmen institusional, implementasi regulasi secara konsisten, serta dukungan dari masyarakat sipil dan media dalam melakukan pengawasan.

Saran 

1. Bagi Tenaga Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Melakukan penyusunan rekam medis secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik, serta memastikan bahwa setiap tindakan medis tercatat dengan detail sesuai ketentuan Permenkes No. 24 Tahun 2022.

b. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada tenaga medis tentang aspek hukum dan etika profesi, termasuk pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian medis serta pentingnya dokumentasi sebagai sarana pembelaan maupun perlindungan hukum.

c. Mengembangkan sistem pengawasan internal (internal audit) yang fokus pada evaluasi kualitas rekam medis dan kepatuhan terhadap SOP untuk mencegah terjadinya kesalahan medis yang berulang.

d. Menyediakan mekanisme pengaduan internal dan mediasi yang dapat diakses oleh pasien secara mudah, cepat, dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas dan penyelesaian dini atas potensi konflik.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

a. Melakukan evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rekam medis, malpraktik, dan sistem peradilan pidana agar sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.

b. Menyusun dan melaksanakan program pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tentang prinsip-prinsip etika kedokteran, standar pelayanan kesehatan, dan alat bukti dalam kasus medis, guna mencegah kekeliruan dalam proses peradilan.

c. Memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor, pasien, dan tenaga medis yang beritikad baik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 30 KUHP 2023, untuk menjamin proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

d. Mendorong pengembangan sistem rekam medis elektronik nasional yang terintegrasi, sehingga semua data pasien dapat terdokumentasi dan diakses sesuai kewenangan untuk mendukung pelayanan dan pembuktian hukum.

3. Bagi Pasien dan Masyarakat

a. Meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat tentang hak-hak pasien, cara mengakses rekam medis, dan prosedur pengaduan apabila terjadi dugaan kelalaian atau malpraktik.

b. Mengedukasi pasien untuk meminta dan mempelajari isi rekam medis pribadi, sebagai bagian dari hak atas informasi medis serta alat kontrol terhadap pelayanan kesehatan yang diterima.

c. Mendorong terbentuknya organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi pasien yang mampu memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan administratif kepada korban dugaan malpraktik medis.

d. Mengintensifkan penggunaan media massa dan media sosial sebagai kanal edukasi serta sarana kontrol sosial terhadap praktik-praktik pelayanan kesehatan yang merugikan masyarakat.

4. Bagi Akademisi, Peneliti, dan Institusi Pendidikan

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum dan interdisipliner mengenai efektivitas perlindungan hukum pasien dan penggunaan rekam medis dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

b. Mengembangkan kurikulum hukum kesehatan, hukum medis, dan forensik klinis di perguruan tinggi hukum dan kedokteran, guna mencetak tenaga profesional yang memahami interseksi antara hukum dan ilmu kesehatan.

c. Mendorong kerja sama akademik lintas fakultas antara ilmu hukum, kedokteran, dan teknologi informasi dalam rangka menciptakan sistem rekam medis digital yang aman secara hukum dan etis secara medis.

d. Melakukan diseminasi hasil riset dan analisis melalui publikasi ilmiah, seminar nasional, lokakarya, dan forum kebijakan, sehingga hasil kajian akademik dapat menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan dan perbaikan sistem kesehatan nasional.
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